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PUTUSAN
Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Jl. Ahmad Mallaleng, Dusun Il, Desa
Ujung Tobaku, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara,

sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Rumah kedua setelah
masjid Annur, Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten

Kolaka Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
127/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 68/09/V1/2011, bertanggal 27
Juni 2011;
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Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Pustu Desa Awo,
Kecamatan Kodeoha, sampai pisah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang
anak bernama;
a. Anak ke | umur 8 tahun;
b. Anak ke Il umur 5 tahun:
Dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Desember 2012 antara
Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan
oleh;
a. Termohon tidak mau ikut tinggal dimanapun Pemohon mau
pergi untuk bekerja;

b. Orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah

tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon terjadi pada Februari 2016 saat Pemohon pergi meninggalkan
Termohon kerumah orang tuanya di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan
Katoi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah ada upaya
damai dari keluarga maupun aparat Desa, akan tetapi kedua belah pihak
telah sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama
Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang
akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mejatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Lasusua;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 September 2020
dan tanggal 15 September 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi
sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan
menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi
tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kodeoha, Nomor Tanggal 27 Juni 2011, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Dusun Ill Balele, Desa Ujung Tobaku, Kecamatan

Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Amal Mahaseng dan
saksi kenal dengan Termohon bernama Risna ;

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon dan saksi tidak ada
hubungan keluarga dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Maret 2011;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa Awo, Kecamatan
Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara
berganti-gantian, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua
Termohon di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha sampai pisah tempat
tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
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Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
sejak tahun akhir tahun 2012;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke mana
pun Pemohon bekerja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan
Termohon bertengkar, Pemohon hanya sering curhat kepada saksi
setiap kali habis bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan
Termohon sangat dekat dan hanya berjarak beberapa meter;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2016 dan sampai sekarang sudah berjalan sudah kurang lebih 4
tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon
juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk
rukun kembali, namun sampai saat ini tidak berhasil ;

Saksi 2, , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir,

bertempat tinggal di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten

Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Amal Mahaseng dan
saksi kenal dengan Termohon bernama Risna ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan

Termohon selain sebagai karyawan Pemohon;
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018;

- Bahwa saksi tahu, Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya kapan Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal, namun sejak saksi mengenal Pemohon dan
Termohon memang sudah tidak tinggal bersama;

- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri karena saksi bekerja sebagai
sopir truk Pemohon dan tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2018
dan selama saksi tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak pernah
datang dan tinggal bersama di rumah Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon
juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi ;

- Bahwa Setahu saksi keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah
berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak
berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjuthya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara
cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009 dan perubahan ketiga Undang-undang Nomor 16 tahun 2019,
perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan
Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang
sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal
standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan 02 September
2020 dan tanggal 15 September 2020, Termohon telah dipanggil secara patut
dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh
sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga
Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah
membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa
tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan
dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan ibarat

nash dalam Kitab Al Anwar Il : 149 yang berbunyi sebagai berikut

ainllyg s9—<3ll glo sl 0 nig as,lgid o,luaz],0 =i 0ls
adc oS g
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Artinya : 7 Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi
atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti -
bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya *“;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya adalah mohon
agar Pemohon diceraikan dari Termohon karena sejak akhir tahun 2012
antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak
mau ikut Pemohon ke mana pun Pemohon bekerja , yang pada akhirnya
sejak tahun 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat
bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah
sumpabh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil,
dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling
bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 171
dan Pasal 172 R.Bg, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan
pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon yang dikuatkan
dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha,
Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor
68/09/VI1/2011, bertanggal 27 Juni 2011,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup
bersama dan dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa sejak akhir 2012 antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke

mana pun Pemohon bekerja;
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4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal Februari 2016 saat Pemohon pergi
meninggalkan Termohon kerumah orang tuanya di Desa Ujung
Tobaku, Kecamatan Katoi sampai dengan sekarang tidak pernah
kembali;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai
dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sesuai Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan yang unsur-unsurnya yaitu :

1. “Antara suami dan isteri “ : fakta hukum pada angka 1
menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan
belum pernah bercerai ;

2. “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta
hukum pada angka 3 membuktikan bahwa sejak akhir tahun 2012
rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus
menerus yang di sebabkan masalah tempat tinggal karena Termohon
tidak mau ikut Pemohon ke mana pun Pemohon bekerja dan fakta
hukum no 4 Membuktikan bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan
Termohon sejak tahun 2016 berpisah tempat tinggal ;

3. “ berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun” fakta hukum
no 4 membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah
berpisah lebih dari 2 ( dua ) tahun lebih, dihitung sejak dari tahun 2016
hingga sekarang;

4. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh
fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah
dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan

Termohon ;
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Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah
pisah demikian lamanya, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi,
dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah
diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut
menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah
dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai
tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019
tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Al-
quran surat Ar-Rum ayat 21, vyaitu terbentuknya keluarga sakinah,
mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-
menerus, berpisah lebih dari 2 ( dua) tahun berturut-turut dan tidak ada
harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon
dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon
dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap
berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang
tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya.
Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan

lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan gaidah fighiyyah yang berbunyi:
el o odl e L5 (e o2 9 00wl o oll s,

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah
beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 19 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam

diktum putusan ini;
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Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7
tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di

depan sidang Pengadilan Agama Lasusua,;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.l. dan Miftakul Khoriyah,
S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti
Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Akbarudin AM, S.H.I.
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Hakim Anggota,
Hakim Anggota

Miftakul Khoriyah, S.H.I. Ahmad Rifki
Fuadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhidayah, S.HI

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  285.000,00
PNBB Relas :Rp 20.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).
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